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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUFATEN SEMARANG
NOMOR 421.9 /917.A TAHUN 2018

TENTANG

LTIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI

TK TUNAS BANGSA
KECAMATAN BRINGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Menimbang

Menpingat

LI

KABUPATEN SEMARANG

babwa memperhatikan surat Kepala satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari
TR Tunas Bangsa Kecamntan Bringin Tanggsl | Maret 2018 momor
A2 10 TKTRAIEZ01E Perihal Permohonan ljin Perpanjigan Pendirian PAUD:

bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian sera
penyelenggargan Pendidikan Anak Usia [ding (PAUD} di Kabupaten Semarang, perlu
adanya ljin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

hahwa sehubungan dengan huruf a den b diatas | perlo adanya Keputusan yvang ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayasn, Kepemudaan dan (Mahraga

Kabupaten Semarang,

Undang-undang Momor |3 Tabhun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilavah
Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat |l Semarang (Lembzran Negara
Bepublik Indonesia Tahun 1958 MNooww 118, Tambahan Lembaran Negora Republik
Indomsesia Momor 1652 )

Undang-undang MNomor 25 Tabun 2000 Testang Program Pembangunan Nasional
{ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);

Undang-undang Momor 20 Tabun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
MNegars Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indomesia Nomaor 4301 )

Undang-undang Momor 10 Tahon 2004 Tentsng Pembentukan Peraturan Perondang-
undangan (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43895,

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenung Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesin Momor 4437) schagaimana telah diwbah dengan Undang-undang Nomaor &
Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2005 Tentang Perubakan Atas Undang-undang Nomaor 32 Tahun 2005 Tentang
Pemerintah Daemsh Menjadi Undang-undang (Lembaran Megars Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45483
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadva Daerah
Tingkat 11 Semarang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun [992 Tentang Perubahan Batas Wilavah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatigns dan Kabupaten Duserah Tingkai 11 Semarang
{Lembaran Megarn Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3 300);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan Propinsi Sebapgai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetuphun
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Tembusan Kepada Yth, -
I, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bringin;

.

19,

Feratuimn ENLCT WHEAN YAz CILnE NCHCS LR
Tentang Pendidikan Anek Usia Dini;

. Peraturmn Menteri Pendidikan dom Kebudavaan Republik  Indonesin SNomor 84 Tahiin

2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebodayaan Republik Indonesin Nomor 137 Tabun
2014 Temtang Standar Naswnal Pendidikan Anak Usia Bini (PAUD):

Kepitusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dagrah Momor 21 Tahun 2001 Tentang
Teknik Penyusunan Dan Materi Muatin Produk-Produk Hokom Daemh:

Eepuiusan Menter Dolom Megen Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tabon 2001 Tontang
Bentuk Produk-produk Hukum Dacrah;

Keputusan Menteni Dalam MNegeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tabun 2000 Tentang
Prosedur Penvusunan Produk Hukum Daerakh;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubaban Kedua
Atas Peraturan Dacrah Kabupaten Scmarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Dings Daemb Kabupaten Semarangg,

MEMUTUSKAN
: Memberikan Ijin Fendlnan Satuan Pendidikan Anak Usia Dani (PAUD) kepada ;
Nama Lembaga : TK TUNAS BANGSA
Progrm Pendidikan v Taman Kanak — kanak
Alkamat ¢ Desa dyemoh RT.02 RW.01
Kecamatan Bringin Kabupaien Semarang
Penvelenggara v Wavasan Tunas Bangsa
Kepala Sekolah  Wurvanti, S.Pd.ALD

Tugas dan tangpung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA

[
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" sebagai berikut
Wajib menvelenprarakan Pendidiken Anak Usia Dim sesuni dengan ijin vang diberikan;
Wajib mentsati persturan perundangan yang berlako atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentnan menurit model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menepunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh pergunian tinggi;

: Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabiln -

|. Penyelenpgenm Pendidikan Anak Usin Dini tdok lagn menyelenggarakan kegiatan pelayanan
Pemchidikan Anak Usia Dini:

2. Penyelenggura Pendidikan Anak Usia Dini tidek laysk berdisarkun hasil evaluasi:

3. Ditemukannya sdamya kegiaton dilusr proses kegiotan kependidikan;

4. Penvelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tmbhun berturut-turut kepada
Kepala Dinas Pendidikan, Kebedayaan, Kepemudaan dan Olshragn Kabupaten Semarang.

i Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin operasional penvelenggaraan Pendidikan Anak Usia
[hini;

: Segala biava vang timbul akihat dikeluarkannya keputusan init dibehankan pada Penyelenpgara;

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atan kekurangan dalam Keputusan ini maka
Keputusan akan ditinjau kembali;

i Keputuzan ini berlaku sejak tangeal ditetapkan,

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tangenl - 26 April 2018

KEPALA,
DINAS PEND Mi KEBUDAYAAN,




